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I, 

Pembangunan in
frastruktur meru
pakan hal penting 
untuk mempermu
dah konektivitas 
pencluctuk, barang, 
dan jasa, serta · 
meningkatkan 
daya saing, yang 
pacla akhirnya 
untuk rnemenuhi 
hak-hak ekonomi, 
sosial, dan budaya 
tiap warga negara. 

T
ujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs), 
dan Agenda 2030 untuk 

Pembangunan Berkelanjutan, 
telah menyetujui secara global 
perlunya infrastruktur yang 
berkelanjutan (sustainable), !a
yak (affordable), terjangkau (ac
cessible), dan berkualitas (re
silient quality infrastructure). 

SDGs dan Agenda 30 me
rupakan kesepakatan global, 
termasuk negara kita, agar ter
capai kesejahteraan bersama. 

Di sisi lain, pembangunan 
infrastruktur tak jarang me
nimbulkan konflik sosial, ke
kerasan, masalah pertanahan, 
dan masalah sosial lainnya se
perti yang sekarang terjadi di 
Desa Wadas, Kabupaten Pur
worejo, Jawa Tengah. Nam:m, 
juga banyak pembangunan rn
frastruktur yang bermanfaat 

. untuk warga negara. 

Uji tuntas HAM 
Bagaimanakah sebenarnya 

. standar pelaksanaan dan pem
biayaan proyek infrastruktur? 
Laporan Komisi Tinggi Hak 
Asasi Manusia (HAM) PBB pa
da 2020 yang berjudul "The 
Other Infrastructure Gap: Sus
tainability Human Rights & En
vironment Perspective" dan 
"The Ije-Shima· Principles for 
Promoting Quality Infrastru
cture Investment" bisa menjadi 
pedoman ~ orinsio das!lf 
pef:nbiayaan 1nfrastruktur m-
W.usif. 

Dalam laporannya, Komisi 
.Tinggi HAM PBB menemukan . 
proyek-proyek infrastruktur 
yang bertujuan ~emfasilitasi 
perdagangan, pertumbuhan 
ekonomi, dan pembukaan la
pangan kerja telah ]Ilengabai
kan aspek perlindungan ling
kungan hidup dan sosial. 

Akan tetapi, ada juga pro
yek-proyek infrastruktur yang 
berhasil mengintegrasikan as
pek sosial dan lindungan hidup 
sehingga bermanfaat untuk ma
syarakat, terutama dalam pe
nyediaan lapangan pekerjaan. 

Selanjutnya Komisi Tinggi · 
HAM PBB merekomendasikan 
beberapa hal agar proyek-pro
yek infrastruktur bermanfaat 
untuk masyarakat. Pertama, 
memperkuat keterbukaan 
informasi, konsultasi;' par
tisipasi, dan akuntabilitas 
proyek infrastruktur, ter
masuk f!danya mekanisme 
pemulil1an jika ada warga 
negara yang hak-haknya 
terb$i dilanggar akibat 
proyek-proyek infrastruk
tur itu: I 

Kedua, menjamin bah
wa proyek-proyek infra
struktur sesuai dengan ren
cana pembangunan nasional 
dan perlindungan HAM. 

Ketiga, mengintegrasikan 
HAM ke dalam rencana proyek 
infrastruktur yang berkelanjut
an, layak, terjangkau, dan ber-
kualitas. . 

Keempat, menjarnin partisi
pasi, baik sektor publik maupun 
privat, dalam ·kebijakan infra
struktur. Dan perlu adanya uji 
tuntas HAM terl;ladap rencana 
proyek infrastruktur (human 
rights due diligencejHRDD) gu
na menjan1in kualitas peren
canaan proyek infrastruktur. 

Keenam, perencanaan pro
yek-proyek infrastruktur perlu 
memperhatikan risiko adanya 
pelanggaran HAM dan keru
sakan ekologi. 

Ketujuh, tnengintegras~ 
perspektif jender ke dalam ren
cana proyek-proyek infrastruk-
tur. . 

Menurut Komisi Tinggi 
HAM PBB, keharusan adanya 
HRDD untuk setiap proyek in
frastruktur bisa memetakan ri
siko adanya pelanggaran HAM 
dan konflik sosial, sekaligus 
memitigasi adanya pelanggaran 
HAM. HRDD ini mungkin be
lum menjadi perhatian kita se
perti dalam·kasus infrastruktur 
di Desa Wadas. 

Proyek-proyek infrastruktur 
besar tidak sedikit yang mem
butuhkan dana dari multi-de
velopment banks (MDBs), yaitu 
Iembaga pembiayaan interna
sional yang menyediakan pin
jaman atau hibah untuk mem
biayai · proyek-proyek infra-



struktur. MDBs seneliri terikat 
dengan The lje-Shima Princi
ples for Promoting Quality In
frlli?tructure Investmel}t yang 
menentukan lima kriteria yang 
harus elipenuhi oleh suatu pro-

• yek infrastruktur. 

Pertama, adanya jaminan ta
ta kelola yang efektif, proyeknya 
t~petcaya, · efisien secara eko
nomi dalam hal biaya, dan ada
nya keamanan dari bencana 
alam serta ancaman terorisme. 

Kedua, adanya jaminan pe
nyeeliaan lapangan kerja, pe
nguatan kapasitas, transfer ke
ahlian (transfer of expertise), 
dan proyeknya diketahui oleh 
komunitas lokal. 

Ketiga: memperhatikan per
lindungan lingkungan hidup 
dan sosial. 

Keempat, adanya jaminan 
proyek infrastruktur sejalan de
ngan strategi pembangunan 
berkelanjutan, khususnya per-

r ub~an iklim, dan perlindung
an lmgku~gan hidup eli tingkat 
lokal dan mternasional. 

Kelima, memperkuat mobi
lisasi surnper daya yang efektif, 
termasuk melalui kemitraan 
publik dan swasta. 

Yang menarik dari The 
Ije-Shima Principles for Pro
moting Quality Infrastructure 
Investment ~dalah dimasuk
kann;Ya perlindungan Jingkung
an hidup dan sosial dalam pe
rencanaan dan pelaksanaan 
proyek infrastruktur. Kemueli
an juga adanya transfer keah
li.an. Isu tenaga kerja asing se
~ng muncul eli dalam proyek 
mfrastruktur, yang seharusnya 
ada transfer keahlian eli masa 
depan kelli!da_pekerja lokali_ika 
memang belum ada pekerja Jo-
kal yang rnempunyai kualifikasi 
untuk mengerjakan proyek in
frastruktur tersebut 
. Komisi Tinggi HAM PBB se_:

rmg menyebut infrastruktur in
klusif, ~tu konsep infrastruk
~ )_'~g rrtengintegrasikan ni _ 
I:n-nilru HAM, perlindungan 
lmgkungan hidup, dan persa
maan jender ke dalam r~ncana 
r yek ~· <=->as~.,..._, .• ..,._._ 
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Posisi Komisi Tinggi HAM 
PB~ tak menolak pembangun
an mfrastruktur, dan justru se
jalan dengan Agenda 30 dan 
SDGs yang mendukung pro
yek-proy~k infrastruktur yang 
berk~lanJutan, .Jayak, terjang
kau, dan berkualitas. 

Kasus pembangunan infra
struktur eli Desa Wadas telah 
membuka mata kita bahwa pro
yek infrastruktur besar, seperti 
pembangunan bendungan, me
merlukan pemetaan risiko ada
nya pelanggaran HAM konflik 
sosial, dan j<erusakan 'ekologi. ' 
Kemuelian, perlu adanya lang
kah-langkah mitigasi jika ter
jadi adanya pelanggaran HAM, 
konflik sosial, dan kerusakan 
ekologi. Selanjutnya, harus ter
seelia mekanisrrte adanya pe
mulihan (redress) jika terjadi 
pelanggaran HAM, kerusakan 
ekologi, dan konflik sosial. Itu 
semua tercatat dalam HRDD. 

Proyek-proyek besar seperti 
bendungan di Desa Wadas se
harusnya ada HRDD sejak ta
hap perencanaan untuk men
cegah potensi pelanggaran 
HAM, kerusakan ekologi, dan 
konflik soslal. Jika memang do
kumen HRDD-nya sudah ada 
untuk proyek pembangunan 
bendungan di Wadas itu, hal itu 
perlu dijelaskan kepada publik, 
khususnya warga yang terdan1-
pak. 

Konstitusi sosial 
Jirnly Asshiddiqje sering me-

. nyebut UUD 1945 sebagai kon
stitusi sosial. Konstitusi kita bu
kan dokumen hukun1 yang ka
ku, melainkan konstitusi yang 
hidup bertujuan untuk menye
jahterakan warga negaranya 
dan melindungi hak-hak kon
stitusional warga negaranya. 

Pembukaan UUD !945 se
cara tegas menyatakan diri se
bagai konstitusi sosial. Jika kita 
membaca alinea ketiga Jm
bukaan UUD 1~45, kita akan 
menemukan kata-'kata "mema
jukan kesejahteraan umum" 
dan "keadilan sosial". Pasal-pa
sal eli dalam UUD 1945 telah 

~ merefle.KSikan perlindungan 
hak-pak konstitusional warga 
negara. Negara hukun1 Panca
sila mengharuskan negara hadir 
untuk menyejahterakan warga 
negaranya dan sekaligus untuk 
perlindungan hak-hak konsti
tusional warga negara. 

Menurut John Locke kon
stitusi adalah kontrak sosial an
tara warga negara dan hegara, 
dan berdasarkan kontrak sosial 
warga negara adalal1 prinsipal 
sementara negara adalah pe
layan. Jika ada pelanggaran 
hak-hak konstitusional warga 
negara oleh negara, negara ha
rus bertanggung jawab untuk 
memulihkan hak-hak konstitu
sional warga negaranya 

Jika elitemukan adanya pe
langgaran hak-hak konstitusi
onal di Desa Wadas dalam kasus 
pembangunan infrastruktur 
negara harus memulihk~ 
hak-hak konstitusional terha
dap warga negara di Desa Wa
das tersebut. 

Proyek infrastruktur me
~ang penting dan sama pen-

· tingnya deng:.m tujuan kita 
bernegara dan berbangsa, yaitu 
untuk n:enyejahterakan warga 
negara, Juga untuk melindungi 
hak-hak kcinstitusional warga 
negaranya. Konstitlisi sebagai 
hukun1 tertinggi (the law of the 
land) menjadi pegangan kita da
lam berbangsa dan bernegara. 

Kasus infrastruktur di Desa 
Wadas memberikan pelajaran 
kepada kita di masa depan bah
wa setiap proyek infrastruktur 
harus berlandaskan konstitusi 
sosial yang berorientasi menye
jahterakan warga negara dan 
juga untuk )3erlindungan 
hak-hak konstitusional warga 
negara, mulai dari tingkat pe-, 
rencanaan sampai eksekusi. Ti
dak boleh ada lagi proyek in
frastruktur yang tidak berlan
daskan konstitusi sosial. 


